BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Anggota Militer Pelaku
Tindak Pidana Asusila Anak Dibawah Umur Dalam Putusan
Nomor : 86-K/PM.1I-09/AD/V/2016 belum tepat. Terdakwa
melakukan tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur
bersama — sama dengan Dede Somantri, Dede Komara, Agung
Sopian, Muhammad Feby Solehudin, mereka adalah
masyarakat sipil. Jika dihubungkan dengan Pasal 89 Undang —
Undang Nomor 89 Ayat (1) Undang — Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana, seharusnya Putusan Nomor
. 86-K/PM.1I-09/AD/V/2016 terdakwa bernama Ipan Syahidan
diperiksa dan diadili diperadilan umum, bukan diperadilan
militer.

2. Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Saksi — Saksi Yang Turut
Serta Melakukan Tindak Pidana Dalam Putusan Nomor : 86-
K/PM.11-09/AD/V/2016. apabila dihubungkan dengan Pasal 55
Kitab Undang — Undang hukum pidana maka Dede somantri,
Deni alias Maghrib, dan juga Agung Sopian dapat diadili dan
dikenakan hukuman pidana. Dede somantri, Deni Alias Magrib

dan Agung Sopian dapat dikategorikan sebagai orang yang
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turut serta melakukan suatu perbuatan tindak pidana sesuai
ketentuan Pasal 55 Kitab Undang — Undang Hukum Pidana.
Artinya Dede Soemantri, Deni Alias Magrib dan Agung Sopian
dapat diperiksa dan diadili sebagaimana dengan ketentuan

hukum yang berlaku di Indonesia.
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. Perundang — Undangan

Kitab Undang — Undang Hukum Pidana

Kitab Undang — Undang Hukum Pidana Militer

Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang — Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Hukum Acara Pidana
Militer

Undang — Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional

Indonesia.



Undang — Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak

. Sumber Lain

Putusan Pengadilan Militer 11-09 Bandung Nomor 86-K/PM.II-

09/AD/V/2016

http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl6289/jika-rekan-kerja-sering

mengajak-ke-tempat-sepi, diakses pada selasa, 16 April 2017, pukul

11:51 WIB.
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